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UUD 1945 7 HAM

Pengertian HAM
HAM sebagai gagasan, paradigma dan kerangka konseptual lahir melalui proses sejarah yang panjang.

Zaman Yunani Kuno

Plato (428-348) menyatakan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warga polisnya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

1) Akar budaya Indonesia, misalnya ada hak ’pepe’ yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa.

2) Human Right dirumuskan secara resmi dalam ’Declaration of Independence’ Amerika Serikat  4 Juli 1776

3) Revolusi Perancis 1780, yang menetapkan hak-hak asasi manusia dalam ‘Declaration des droits L’Homme et du Citoyen’, yaitu dengan semboyan liberte (kemerdekaan), egalite (kesamarataan), dan fraternite (persaudaraan).

Franklin d. Roosevelt memformulasikan ‘The Four Freedom’ yaitu:

1. Freedom of speech 

2. Freedom of religion

3. Freedom from fear

4. Freedom from want

Hal ini yang menjadi inspirasi dari Universal Declaration of Human Right  10 Desember 1948

Kedudukan HAM dalam UUD 1945

HAM  tidak tercantum  secara tertulis dalam UUD 45, tetapi terdapat secara tersirat

Pembagian hak secara vertikal :

a. Hak dari Tuhan

b. Hak Universal

c. Hak warga negara

Pembagian hak secara  horizontal

1. hak  moral

2. hak  sipil

3. hak  politik

4. hak ekonomi

5. HAM

Menurut Harold J. Laski  HAM dibagi menjadi  tiga aspek  esensial, yaitu:

1. suatu  kepentingan individual

2. suatu  kepentingan kelompok yang beragam

3. suatu  kepentingan masyarakat

HAM  merupakan hak mendasar  tentang, dari  dan oleh serta untuk  manusia ketika  berpribadi, berkelompok  dan bermasyarakat. Negara Indonesia  tidak mengakui hak yang sebebas-bebasnya. Dalam praktek sering terjadi salah kaprah, HAM dianggap  meliputi semua  aspek.

HAM meliputi :

a. hak untuk hidup / life
b. hak kemerdekaan / liberty
c. hak  mengejar kebahagian /  pursuit of happiness
Hak  tersebut  bukan  diberikan  oleh  negara atau pemerintah  terhadap individu tetapi  telah  ada  sebelum  ada negara. Tugas negara atau pemerintah  adalah untuk  melindungi. 

Ruang lingkup Hak Asasi Manusia berkembang dari waktu ke waktu. 

Klasifikasi HAM (Scott Davidson),meliputi :

1. Hak-hak fundamental

2. Hak generasi pertama (hak-hak sipil dan politik serta hak generasi kedua (hak-hak ekonomi, sosial dan kultural)

3. Hak generasi ketiga atau hak soladaritas


Hak-Hak Fundamental



Hak-hak fundamental adalah hak yang dapat dianggap lebih fundamental dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Hak-hak ini telah ada sebelum pengakuannya oleh Piagam PBB dan sebelum hak-hak itu diturunkan menjadi hukum positif melalui berbagai  instrumen PBB. Hak-hak semacam itu pernah juga disebut sebagai hak "supra positif" atau elementer oleh Theodoor van Boven. Dikatakannya, kesahihan hak-hak itu tidak tergantung pada penerimaan hak-hak itu oleh cabang-cabang ilmu hukum, tetapi pada penerimaan bahwa hak-hak itu mendasari komunitas internasional.

Hak-hak yang termasuk dalam daftar hak fundamental adalah hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan atau perhambaan, kebebasan dari UU ex fost facto (berlaku surut) serta kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.

Hak Generasi Pertama (Hak-Hak Sipil dan Politik) serta Hak Generasi Kedua (Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Kultural)

Hak-hak generasi pertama yang diwakili oleh hak-hak sipil dan hak politik disebut juga “kebebasan” adalah hak individu untuk bebas dari campur tangan negara. Sedangkan "persamaan" atau hak-hak generasi kedua sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu hak atas terciptanya suatu kondisi yang akan memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Hak generasi kedua ini mewajibkan negara untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pelaksanaan hak-hak tersebut.
Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa hak-hak sipil dan politik mencakup antara lain : 


1. Right to equality before the courts and tribunals –hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan

2. Right to hold opinion without interference –hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan

3. Right to peaceful assembly –hak atas kebebasan berkumpul secara damai

4. Right to freedom of association –hak untuk berserikat
(Miriam Budiardjo, 1996: 126)

Sedangkan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya mencakup antara lain :

1. Right to work –hak atas pekerjaan

2. Right to form trade unions –hak untuk membentuk serikat sekerja

3. Right to social security –hak atas pensiun

4. Right to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing ang housing –hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang lain.

5. Right to educational –hak atas pendidikan



(Ibid)

Hak-hak generasi ketiga atau hak solidaritas

Munculnya hak generasi ketiga atau hak solidaritas dikaitkan dengan bangkitnya nasionalisme dunia ketiga dan persepsi negara-negara berkembang bahwa tatanan internasional yang ada cenderung memusuhi mereka. Hal itu juga dapat dipandang sebagai tuntutan negara-negara berkembang untuk perlakuan yang lebih adil dan untuk membangun suatu sistem dunia yang akan memperlancar keadilan distributif.
Burns Weston mengidentifikasi paling sedikit 6 kategori hak solidaritas, yaitu:

1. Hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, politik, sosial dan kultural

2. Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial

3. Hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari Warisan Bersama Umat Manusia serta informasi dan kemajuan lain

4. Hak atas perdamaian

5. Hak atas lingkungan yang sehat

6. Hak atas bantuan kemanusiaan

(Weston dalam Davidson, 1994: 61-62)

Hak-hak generasi ketiga mempnyai dua ciri yang mencolok yaitu  1) hak-hak itu bersifat kolektif, dan 2) perwujudan hak-hak itu bergantung pada kerjasama internasional.

The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang HAM)

Instrumen yang diresmikan tanggal 10 Desember 1948 dan terdiri dari 30 pasal ini jelas merupakan dokumen hak asasi manusia yang terpenting yang bukan saja mengakui adanya hak asasi manusia tetapi juga kewajibannya terhadap masyarakat dan negara.

Preamble Deklarasi itu menjelaskan mangapa hak asasi manusia perlu dilindungi melalui jalur hukum, yaitu agar orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan untuk melawan tirani dan penindasan.


Hak-hak yang diatur dalam Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia antara lain :

1) Hak untuk mempunyai martabat, hak dan kebebasan yang sama (Pasal 2)

2) Hak untuk penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan (pasal 3)

3) Hak untuk bebas dari perbudakan (pasal 4)

4) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam (pasal 5)

5) Hak atas pengakuan sebagai manusia peribadi terhadap UU (pasal 6)

6) Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum (pasal 7)

7) Hak atas pengadilan yang efektif (pasal 8)

8) Hak untuk bebas dari penangkapan, penahanan dan pembuangan secara sewenang-wenang (pasal 9)

9) Hak untuk didengarkan suaranya di muka umum  secara adil oleh pengadilan (pasal 10)

10) Hak atas praduga tak bersalah, UU yang tidak berlaku surut dan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran pidana yang dilakukan (pasal 11) 

11) Hak atas urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, surat menyurat, kehormatan, dan nama baik (pasal 12)

12) Hak atas kebebasan bergerak, berdiam, meninggalkan dan kembali ke negerinya (pasal 13)

13) Hak untuk mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain (pasal 14)

14) Hak atas kewarganegaraan (pasal 15)

15) Hak atas perkawinan (pasal 16)

16) Hak milik (pasal 17)

17) Hak atas kebebasan beragama (pasal 18)

18) Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (pasal 19)

19) Hak atas kebebasan berkumpul (pasal 20)

20) Hak untuk turut serta dan diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya serta ikut dalam Pemilu (pasal 21)

21) Hak atas jaminan sosial, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan (pasal 22)

22) Hak atas pekerjaan dan upah yang adil serta kebebasan berserikat (pasal 23)

23) Hak atas jam kerja yang layak dan liburan berkala (pasal 24)

24) Hak atas penghidupan yang layak (pasal 25)

25) Hak atas pengajaran (pasal 26)

26) Hak atas kebudayaan (pasal 27)

27) Hak atas susunan sosial dan internasional dimana hak-hak kebebasan dalam

28) Deklarasi dapat dilaksanankan sepenuhnya (pasal 28)

KEWAJIBAN MANUSIA

Sedangkan mengenai kewajiban manusia terhadap masyarakat dan negaranya tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang mengemban kewajiban terhadap masyarakat yang merupakan satu-satunya wadah yang memungkinkan pengembangan jati dirinya secara bebas dan sepenuh-penuhnya.

2. Dalam melaksanakan hak serta kemerdekaannya, setiap orang hanya dapat dibatasi menurut (batas) yang ditentukan oleh hukum, dengan maksud tunggal untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang pantas untuk hak-hak kemerdekaan orang lain serta untuk memenuhi secara adil tuntutan kesusilaan (keamanan dan ketertiban umum serta kesejahteraan rakyat dalam suatu masyarakat yang demokratis

3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini sama sekali tidak dipergunakan dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan prinsip Perserikatan Bangsa.
(Pasal 29, Deklarasi Universal tentang HAM)
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